BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
STAF AHLI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI NGAWI,

: a. bahwa dalam rangka penataan organisasi

perangkat daerah yang sesuai dengan

kebutuhan, karakteristik, potensi dan
kemampuan daerah dalam  mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah perlu dilakukan
evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2008 Nomor 07) perlu ditinjau
kembali untuk diadakan perubahan;



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

1.

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);



8.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri  Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

14.

15.

16.

17.

tentang Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam  Negeri  Nomor 56
Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor
3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor
7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2008 Nomor 07).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan

NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2008 Nomor 07) diubah sebagai
berikut :



1.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang
dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintahan Daerah adalah
Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah  sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Ngawi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disebut DPRD, adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.

5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
6. Dihapus.



7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah
unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat
Daerah Kabupaten Ngawi.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Ngawi.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ngawi.

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  adalah  Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ngawi.

12. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten
Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

13.Satuan Organisasi adalah bagian dalam
Organisasi Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah dan  Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan
Kepala Sub Bagian.



14. Jabatan Struktural adalah  suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1,
angka 2, dan angka 3 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

‘(1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Pembangunan,
membawahkan :

1. Sub Bagian Penyusunan
Pedoman Pelaksanaan Program;

2. Sub Bagian Pengendalian; dan

3. Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan.
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b. Bagian Administrasi Perekonomian,
membawahkan :

1. Sub Bagian Sarana, Produksi
dan Pemasaran;

2. Sub Bagian Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup; dan

3. Sub Bagian Investasi Daerah.

c. Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat, membawahkan :

1. Sub Bagian Sosial;

2. Sub Bagian Pendidikan dan
Kesehatan; dan

3. Sub Bagian Generasi Muda.”

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diubah sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya
dapat dibantu Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebanyak 4 (empat) Staf Ahli
terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan
Pemerintahan;

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan;

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia; dan

d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan
Keuangan.
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(3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

(4) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan
struktural eselon I1b.”

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘(1) Bagian Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat ( 1) huruf e, membawahkan :

a. Sub Bagian Tata Perundang-
undangan ; dan

b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat
dan Dokumentasi. “

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran
I merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”
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6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 36

Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah masih tetap
berlaku, sebelum diubah/diganti dengan
ketentuan baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini.”

. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

Selama belum ditetapkannya Peraturan
Bupati tentang Tugas dan  Fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pasal 20 dan Pasal 25 serta Keputusan
Bupati tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 Peraturan Daerah ini, maka Staf
Ahli, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Satuan Organisasi yang ada
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap
menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.”
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Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2011 NOMOR 15
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
STAF AHLI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

UMUM

Dalam rangka penataan organisasi perangkat
daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik,
potensi dan kemampuan daerah serta guna mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat
daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan
perubahan .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.



Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup Jelas
Pasal Il

Cukup Jelas
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LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR :15 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 Oktober 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI
SEKRETAR'AT DAERAH DAN STAF AHL' 1. Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Bidang Pembangunan

3. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
SEKRETARIS | ~—— "=~~~ ======—1] Manusia
DAERAH _ .
4. Bidang Ekonomi dan Keuangan
ASISTEN ASISTEN ADQ?,\'I?STTEQASA
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN UMUM
PEMBANGUNAN
| | | | | |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
Administra Hukum Hubungan Administrasi Administrasi Administras Organisasi Umum dan Keuangan
si Masyarakat Pembanguna Perekonomian i Protokol
Pemerintah n Kesejahtera
an Umum an Rakyat
Sub Sub Bagian Sub Sub Bagian Sub Bagian Sub Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
| | Bagian | | Peraturan | | Bagian Penyusunan Sarana, Bagian Kelembagaa Protoko | | Perencanaa
Tata Perundang- Pengump | Pedoman |  Produksi 1 sosial ™ n dan Tata ] dan n
Pemerint undangan ulan Data Pelaksanaan dan Laksana Rumah Penganggar
a- han dan Program Pemasaran Tangga an Setda
Daokument
Sub Sub Bagian S Sub Bagian Sub Bagian Sub Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Bagian | | Bantuan | | Bagian Pengendali | || Sumber Bagian Analisis Tata || Perbendaha
Kerjasam Hukum Publikasi ] an Daya Alam ™1 Pendidik | Jabatan dan ] Usaha, raan Setda
a Daerah Berita dan Lingk. an dan Kepegawaia Sandi dan
Hidup Kesehata A Telziafir?un
n
Sub Sub Bagian Sub Sub Bagian Sub Bagian Sub Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Bagian Dokumenta Bagian Evaluasi Investasi Bagian Pengolah Perlengkap Pembukuan
—| Agraria ] si dan ] Media — dan — Daerah L Generasi L Data L] an — dan
Informasi Potensi Pelaporan Muda Pelaporan
Informasi Setda

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO



LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 Oktober 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM KEUANGAN PERSIDANGAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| TATAUSAHA || ANGGARAN | RAPAT DAN | TATA
PROTOKOL PERUNDANG-
UNDANGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
N RUMAF[')/IQNGGA —| PERBENDA- RISALAH |  HUBUNGAN
7 MASYARAKAT
PERLENGKAPAN HARAAN DAN
DOKUMENTASI

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO



